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ABSTRAK : - Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu
sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
Pemerintahan Daerah;

- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan perpajakan pada masyarakat dipandang perlu
untuk menetapkan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dengan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah
Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005.

- Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek
dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah
Pemungutan; Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang; Pendataan Wajib Pajak dan
Surat Ketetapan; Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Kedaluwarsa Pajak, Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Pajak; Penyidikan;
Ketentuan Khusus; Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;
- Ditetapkan pada tanggal 4 Pebruari 2013.

CATATAN : - Tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SPPT, SKPD dan STPD diatur

dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrative dan pengurangan

atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan

Bupati;



- Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati;


